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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang maha Esa dengan segala kesempurnaannya.
Akal dan pikiran merupakan salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan yang
maha Esa yang membedakan dengan makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk
sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk
sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-
sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu
berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-
kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan

dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.*

Islam memberikan bantuan untuk merealisasikan norma-norma hukum
muamalah. Bantuan tersebut untuk mendatangkan kemaslahatan dan memelihara
keadilan, menghindari unsur penipuan dan penganiayaan. Salah satu bentuk dari
muamalat tersebut adalah bagi hasil. Di dalam hukum muamalat, ada beberapa
sistem kerja sama yang dikenal seperti muzara’ah, mukhabarah, ijarah, syirkah
dan musagah. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilaksanakan oleh

sebagian umat manusia.

! Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Ed. Revisi
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 11.



Sistem kerja sama harus dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling

tolong-menolong. Landasan tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

Canll ) Y 5 OGN Y 5 ol Vg al yall el Y gl jilas 1 sIasY ) gial ol L

2l di) 5y) A 68 5 ol sandl

Demikian halnya kerja sama yang dilakukan antara pemilik pohon kelapa dengan
pembuat gula dengan memakai akad bagi hasil. Bentuk kerja sama ini di
syariatkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan
adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang

lainnya.

Tidak dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang terdapat seseorang
yang memiliki kemahiran dalam mengolah sumber daya akan tetapi tidak
memiliki sumber daya tersebut untuk memanfaatkan kemahirannya. Sebaliknya,
ada yang memiliki suatu sumber daya akan tetapi tidak memiliki kemahiran untuk
mengolah sumber daya tersebut. Maka Islam membolehkan kerja sama sebagai

upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Manusia semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada guna
memenuhin kebutuhan-kebutuhannya. Bila hal ini menjadi kesadaran bersama

maka manusia berbondong-bondong melakukan usaha-usaha yang sistematik,

2 Al-Maidah (5): 2.



efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang terbatas. Manusia
yang tidak mempunyai sarana untuk mengelola sumber daya yang ada akan
kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatannya.®Misalnya dalam
pembagian hasil antara pemilik pohon kelapa dengan pembuat gula di Dusun

Bakalan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbng, Kabupaten Magelang.

suatu pekerjaan tentunya terdapat suatu resiko termasuk pada pekerjaan
mengambil air Nira dalam bagi hasil Wadalan. Pekerjaan mengambil air Nira
mempunyai resiko yang sangat tinggi, seperti terkena benda tajam, kaki terkilir
atau jatuh dari pohon. Maka dari itu dibutuhkan keahlian khusus untuk mengmbil
air Nira, dimana air tersebut terletak di bagian atas pohon kelapa. Suatu akad bagi
hasil, resiko juga harus dibahas dan disepakati. Agar terdapat kejelasan dalam

akad tersebut apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diinginkan.

Dusun Bakalan, desa Banyuadem merupakan suatu dusun yang terdapat di
wilayah kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Sebagian penduduk dusun
ini bekerja dalam sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat di Dusun
Bakalan ini hampir semua warga memiliki kebun salak, selain merawat kebun
salak sabagian warga juga memiliki keahlian mengisi waktu luangnya untuk
membuat gula. Beberapa pembuat gula selain mengolah pohon kelapa milik
sendiri, juga mengolah pohon kelapa milik tetangga yang tidak memiliki
kemahiran dalam membuat gula. Dari mengolah pohon tetangga ini maka terdapat

suatu bentuk kerja sama bagi hasil wadalan. Wadalan merupakan sebutan kerja

*Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, cet. ke-3 (Yogyakarta:
Ekonisia, 2004), him. 10.



sama bagi hasil di Dusun Bakalan antara pemilik pohon dengan pembuat gula.

Perjanjian kerja sama bagi hasil warga Dusun Bakalan dilakukan secara lisan.

Mekanisme bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan dilakukan dengan cara
mengadakan perjanjian terlebih dahulu, ada sebagian pembuat gula yang meminta
untuk mengelola pohon kelapa, ada juga sebagian yang meminta adalah pemilik
pohon agar pohon kelapa diolah oleh pembuat gula. Dalam perjanjian hanya
ditentukan pembagian keuntungan dari hasil kerja sama tersebut (biasanya
keuntungan dibagi dalam bentuk gula), serta ditentukan bahwa pemilik pohon
kelapa tidak turut serta dalam penyediaan alat-alat untuk mengelola pohon.
Pembuat gula langsung mengambil air yang dihasilkan dari pohon kelapa (nira)
atau biasa disebut badeg, dengan menggunakan jeriken sebagai wadah dan
dibiarkan semalam untuk pagi hari diambil. Setelah air dari pohon kelapa (nira)
atau badeg diambil dari pohon untuk kemudian diolah menjadi gula jawa.
Pembuatan gula atau warga Dusun Bakalan biasa menyebut nitis, dilakukan
kurang lebih selama kurang lebih 4 jam dengan pengapian yang yang tetap agar

hasil gula memiliki kualitas yang baik.

Setelah menjadi gula, pembuat gula harus memberi/menyetor gula
sebanyak 1 ons setiap bulannya. Hasil tersebut disetor tanpa menakar berapa hasil
air dari pohon kelapa (nira) atau badeg yang yang dihasilkan. Setiap harinya air
nira dari pohon kelapa dapat diambil 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari dan sore
hari. Air nira/badeg yang dihasilkan oleh pohon kelapa tidak menentu, ada air
nira/badeg terisi 1 jeriken penuh dalam semalam, dan terkadang air nira/badeg

hanya terisi sebagian dari jeriken dalam semalam, hal itu menimbulkan



ketidakpastian dalam akad wadalan tersebut. Selain itu dalam bagi hasil yang
dilakukan warga Bakalan juga tidak menyebutkan jangka waktu bagi hasil, hal
tersebut tentu tidak sesuai dengan bagi hasil yang diajarkan dalam Islam dimana

jangka waktu dalam bagi hasil harus jelas.

Bagi hasil wadalan belum sesuai dengan bagi hasil yang diperbolehkan
oleh Islam, pelaksanaan bagi hasil tersebut masih terdapat ketidakpastian dalam
penakaran air nira yang dihasilkan oleh pohon kelapa. Selain itu masa kerja atau
jangka waktu tidak ditentukan dalam akad, masa kerja atau jangka waktu ini

merupakan salah satu dari lima rukun dan syarat musaqah.

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas
mengenai hagi hasil wadalan di Dusun Bakalan. Penyusun berharap dapat
membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan kerja bagi hasil tersebut. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk
mengadakan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL WADALAN (Studi di Dusun

Bakalan, Desan Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:



1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan Desa
Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil di Dusun Bakalan

Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian

adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Untuk dapat menjelaskan bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan
Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil
wadalan di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan
Srumbung kabupaten Magelang.

2. Kegunaan

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan pada
umumnya dan disiplin keilmuan Islam pada khususnya, terutama
mengenai muamalah.

b. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta sebagai
sumbangan keilmuan bagi masyarakat Dusun Bakalan Desa

Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.



D. Telaah Pustaka

Penelitian Cholilul Umam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu dalam Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan
Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)”,
Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil tersebut belum menceminkan nilai kadilan,
masih bertentangan dengan prinsip muamalah dan belum memenuhi syarat-syarat

sahnya perjanjian.*

Penelitian Suhartono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pelaksanaan Bagi Hasil perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Simalantan
Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat”, yang pembahasannya mengenai bagi
hasil pada kebun karet dengan ketentuan pemilik kebun hanya menyediakan
lahan, penggarap mengeluarkan modal berupa biaya langsung (pestisida, pupuk

dan penjualan), disini pihak penggarap yang dirugikan.’

Penelitian Epi Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi
Banyu Asin Sumatera Selatan”, yang pembahasannya mengenai bagi hasil kabun

karet dimana pelaksanaan akadnya secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi

* Cholilul Umam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu
dalam Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penggarap (Studi di Desa Pendem Kecamatan
Kembang Kabupaten Jepara),” Skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

® Suhartono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande
Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat,” Skripsi ini tidak diterbitkan
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.



dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi
kerjasama antara kedua belah pihak, hal ini yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu
pihak, seperti penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain
tanpa sepengetahuan pemilik kebun, atau pemilik kebun menetapkan standar

harga karet secara diam-diam.®

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian
Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”,
yang pembahasannya tentang pelaksanaan perjanjian yang dilakukan masih secara
lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada kapala Desa
dan tidak disahkan oleh camat. Jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas.
Pelaksanaan perjanjian bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2
Tahun 1960 karena adanya beberapa hambatan belum ada sosialisai dari pihak
manapun, adanya kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun kedua

belah pihak tidak mau menggunakan cara yang berbelit dan repot, dan lain-lain.”

Jurnal yang berjudul Muzara’ah (perjanjian bercocok tanam) Lahan

Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad Rafly,

® Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di
Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan,” skripsi ini tidak diterbitkan
Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008.

’ Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam ash Shidigie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Pertanian lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman , Yogyakarta,” Millah
Vol. XV, No.1 (Agustus 2015), him. 14.



Muhammad Natsir dan Siti Sahara yang pembahasannya mengenai penentuan
dalam bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan, persetujuan dilakukan secara lisan
didasarkan atas dasar kepercayaan. Apabila panen gagal, pembagian hasil
dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah dan apabila hasil panen
gagal total maka pemilik tanah memberikan semua hasil panen kepada penggarap,
hal ini yang dianggap menyalahi aturan karena apabila terjadi kerugian risiko

ditanggung bersama.®

E. Kerangka Teori

1. Akad

Menurut bahasa akad adalah Ar-arbt (ikatan), sedangkan menurut istilah

akad memiliki dua makna yaitu:

Makna khusus akad yaitu ijab dan kabul yang melahirkan hak dan
tanggung jawab terhadap objek akad (ma’qud ‘alaih). Makna khusus ini yang

dipilih oleh Hanafiyah.

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan
hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber

dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi diatas adalah definisi akad menurut

8 Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara, “Muzara’ah (Perjanjian
Bercocok Tanam) Lahan Pertnaian Menurut Kajian Hukum Islam,” Jurnal Hukum Samudera
Keadilan, Vol. I, No. 2, (Juli 2016), him. 221.
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Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah

iltizam (kewajiban).®

2. Musaqah

Mousagah diambil dari kata a/-saga, yaitu seseorang bekerja pada pohon
tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya
mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang
diurus sebagai imbalan.’® Pendapat lain mengenai Musagah adalah bentuk kerja
sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu

dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.**

Rukun Musagah

Menurut Jumhur ulama Figh yang terdiri dari ulama Malikiyah, syafi’iyah

dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun Musagah ada 5 (lima) yaitu :

a. Dua orang/ pihak yang melakukan diskusi.
b. Tanah yang dijadikan objek Musagah.

c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.

° Oni sahroni dan M Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya Dalam Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), him. 4.

19 Hendi Suhendi, Figh muamalah (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), him. 145,

1 Abdul Rahman ghazaly dkk., Figh Muamalat (jakarta: Kencana, 2010), him. 109.
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d. Ketentuan mengenai pembagian hasil Musagah.
e. Sigat (ungkapan) ijab dan kabul.'?
3. Garar

Menurut ahli fikih garar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan
sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-‘agibah). Secara operasional, garar
dinyatakan terjadi apabila kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki
kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas,
kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.
Garar hukumnya dilarang dalam syari’at Islam, oleh karena itu melakukan
transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang terdapat unsur garar maka
hukumnya tidak boleh.

Garar dalam akad-akad bisnis (mu’awadhah maliyyah) dilarang karena
merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela. Kaidah ini sesuai dengan
logika fikih dan magasid karena yang berlaku dalam bisnis adalah pertukaran dan
bagi hasil, masing-masing pihak mendapatkan haknya baik barang atau jasa
maupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk garar dapat mengakibatkan salah

satu atau seluruh pihak dirugikan.*®

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan langkah langkah ilmiah di dalam suatu

penelitian yang memberikan gambaran rancangan penelitian yang akan dilakukan.

12 Ibid., him.110.
13 Adiwarman A. Karim dan Oni Sharoni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi
Syariah Analisis Fikih & Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), him. 81.
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Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penyusun menggunakan metode
penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan terhadap bagi hasil ini merupakan
penelitian lapangan (field reserarch) yakni penelitian dilakukan dengan
cara mengamati langsung apa yang terdapat di lapangan dalam rangka
mencari dan mengumpulkan data. Penyusun mengamati langsung
bagaimana sistem bagi hasil Wadalan yang dipraktikan di Dusun
Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
2. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitik yakni  dengan
menggambarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan kemudian
menganalisis data tersebut dengan perspektif hukum Islam.
3. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif, vyaitu melihat aturan hukum Islam tentang
pelaksanaan kerjasama bagi hasil.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
antara lain :
a. Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi
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dilakukan penyusun dengan cara mengamati langsung di Dusun Bakalan
Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti
mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil
wadalan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah pemilik pohon kelapa
dan pembuat gula.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dari
berbagai dokumen-dokumen atau arsip dan juga buku-buku yang terkait

dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan melakukan telaah terhadap hasil
pengolahan data dengan dibantu teori-teori yang dipaparkan di kerangka teori.
4 Seluruh hasil penellitian yang berhasil dikumpulkan, kemudian digali dan
dianalisis dengan mnggunakan sudut pandang yang sudah ditentukan. Analisis
ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari hasil penelitian.

¥ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 183.
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G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran
dan latar belakang terhadap masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.
Bab pertama ini juga dicantumkan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan
dalam penyusunan skirpsi. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori

akad, teori musaqah, dan teori garar.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dalam
hal ini kerja sama bagi hasil wadalan serta data-data yang berkaitan dengan

dengan penelitian ini.

Bab keempat membahas analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan
sistem kerja sama bagi hasil wadalan di Dusun Bakalan Desa Banyuadem

Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memberi kesimpulan dari
pembahasan serta memberikan saran baik kepada pemilik pohon kelapa ataupun
pembuat gula. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang

diteliti.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di Dusun Bakalan Desa Banyuadem
Kecamatan Srumbung kabupaten Magelang, kemudian menganalisis data tentang
pelaksanaan bagi hasil wadalan antara pemilik pohon kelapa dengan petani
pembuat gula terutama terkait dengan perilaku masyarakat Islam dalam
melakukan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian tersebut maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil wadalan antara pemilik pohon kelapa dan petani
pembuat gula, dalam perjanjiannya masih sederhana, pengaturan terkait
hal-hal yang tidak diinginkan/resiko dalam pekerjaan masih belum diatur
oleh kedua belah pihak. Objek akad yaitu air nira mengandung garar
yakni ketidakjelasan/ketidakpastian karena hasil yang didapat tidak
menentu setiap harinya, hal ini tidak dibarengi dengan alternatif menakar
air nira tersebut setiap hari agar tidak berpotensi merugikan salah satu
pihak. Bagi hasil wadalan sudah menjadi kebiasaan di dusun Bakalan

dimana penggarap mengelola pohon kelapa milik orang lain untuk diambil



air nira nya dan dibuat menjadi gula. Pembuat gula menyetor bagian
kepada pemilik pohon dalam bentuk gula.

Menurut hukum Islam, klausul dalam perjanjian bukanlah syarat dan
rukun dari sebuah akad, namun seiring perkembangan ekonomi Islam hal
tersebut dirasa penting untuk ditambahkan untuk meminimalisir terjadinya
perselisihan antara kedua belah pihak, selama hal tersebut demi
kemaslahatan dan tidak melanggar nash yang sudah ada. Bagi hasil
wadalan termasuk kedalam sektor perkebunan, bagi hasil wadalan tidak
memenuhi unsur dari akad musagah yakni perawatan terhadap pohon. bagi
hasil wadalan tersebut tidak tersmasuk kedalam akad musagah akan tetapi
merupakan akad muzara’ah. Dimana bagi hasil ini dilakukan oleh dua
belah pihak dan objek bagi hasil tersebut adalah sesuatu yang keluar dari
tanah yang diolah penggarap.Garar merupakan sesuatu yang dilarang
dalam agama Islam, dan dalam pelaksanaan bagi hasil wadalan masih
terdapat ketidakjelasan/ketidakpastian dalam objek akad dimana
ketidakjelasan dalam objek akad termasuk kriteria garar. Apabila dilihat
dari cakupannya bagi hasil wadalan termasuk al-‘urf al-khas yaitu
kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu. Sementara dilihat
dari keabsahannya bagi hasil wadalan dapat dikategorikan al- ‘urf al-fasid
yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-
kaidah dasar yang ada dalam syara’. Walaupun termasuk kedalam al- ‘urf
al fasid tetapi memiliki kemaslahatan yakni memanfaatkan sumberdaya

alam dan membuka lapangan pekerjaan.



B. Saran

1. Pemilik pohon kelapa dan petani pembuat gula hendaknya membuat
klausul dalam perjanjian yang mengatur tentang resiko pekerjaan untk
mengantisipasi kemungkinan adanya musibah yang dialami oleh petani
dalam pekerjaannya mengambil air nira, seperti jatuh dari pohon atau
terkena benda tajam dan lain-lain.

2. Petani pembuat gula hendaknya menakar pendapatan air nira sebelum
memasaknya menjadi gula, untuk meminimalisir adanya gharar karena
tidak menentunya air nira yang didapat dan pembagian hasil dapat
dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak.

3. Sebaiknya para pihak menghadirkan saksi, minimal dua orang dari dari
masing-masing pihak, satu orang dari petani satu orang dari pemilik
pohon. Untuk mengantisipasi apabila terdapat salah satu pihak yang tidak

mentaati perjanjian dan mengantisipasi apabila terjadi wanprestasi
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